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1.

KABUPATEN EONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EONE BOLANGO,

vahwa untuk malaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1)
Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dastah, raaka susunan Organisasi perangkat daeran
ditelapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan
faktor-faktor terteritu dan berpedoman pada Peraturan

Pernerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurut a, periu membenwuk Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone

Bolango ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran N=gara Republik Indonesia Tahun
1974 Momor 55, Tambahan vLemrbaran Negara Republik
Indenesia Nomor 3041) sebugaimana telah diubah dengan
Undzng-Undang PMomo: 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahur 1989 Nomor 69, Tambahan

Lembaran Megara Republik [naonesia Nomor 3890);
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Undang Undang Nomor 28 Tanun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yangz Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (l.ermibaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambzhan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5851);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembeantukan
Provinsi Gorontale (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2C00 Momor 258, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoriesia Momor 4060 ),

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2C03 tentang Pembentukan
Kabupaten Bonz Belango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi
Goronta'ec (Lembaran Neyara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 2€, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4269);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Fembentukan
Peraturan Perundang-unaangan (Lembaran Negaia Republik
Indonesia Tahun 2204 Nomor §3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389;;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Femerintahan
Daerah (Lembaran Negera Repubklix 'ndonasia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sektagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005
( Lembaran Negara R2publik Indonesia Tahun 20C5 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnesic Nomor 4493);
Undang-Undarig Nomor 33 Tahun 2004 tentarg Perimbzngan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembatan Neaara Republik Indcniesia Tahun 2004 Nomor 126.

Tambahan _embaran Negara Republik indonesia Nomor 4438);

" Peraturan Pemerintah  Nornor 25 Tahun 2000, tentang

kewenangar. Femerintan dan Kewenangan Provinsi sebagx:
Daerah Otoriom (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 45, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

Peraturan FPemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi ~erangkat LDaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tamkahan Lembaran Negara
Republik indonasia Noimor 4262);






Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Menetapkan

dan
BUPATI BONE BOLANGC
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN
KESEJAHTERAAN SOS|AL. KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB |
KETENTUAN 'MUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Dacrah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai Unasur penyelenggata Pemerintahan  Daerah

Kabupaten Bone Boiango.
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seianjutnya disebut DPRD
adalan Lembaga Peiwakilan fakyat Daerah sebagai Unsur
penyelenggara Femerintahan Daerah Kabupaten Bone

Bolango.

4. Pemerintanan Dasrah adalarn penyelenggaraan urusan
Pemerintahian oleh ®'emerintah Daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pe'nkantuan dengan prinsip otonomi
seuas-luasnya dalarn sistem dan piinsip Negara Kesatuan
Repuklik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik indonasia Tahun 1945.
5. Kepala Daeran adalah Bupati Bonz Polango.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekrataris Daerah Kabupaten Bone

Bolango.

7  Kewenangan adalak kewenangan yang diserahkan ke Daerah

menurut peraturan perundang-undangan
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Dinas ada'ah Dinas Tenaga Kerna Transimigrasi dan
Kesejatiteraan Sosial Kebupaten Bone Bolango.

Kepala Dinzs edalah XKepzla Dinas T[enaga Kerja,
Transmigrasidan Keseiahteraan Sosial Kabupaten Bone

Bolango.
BAB Il
KEDUDUKAN TUGAG DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana otoromi daerah yang dipimpin

oleh seorang kenala yang berada di bawah dan btertanggung

jawab kepuda Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempuriyai tugas melaksanakan kewcrangan otonomi

daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 4

Untuk menyelenggalakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Pasal 3 diatas Uinas mempunyai fungsi :

a.

{1

Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup kerjanya;
Pember.an perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; dan

Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam

lingkup kerjanva.
BAB II!
ORGANISASI
Pasal 5

Organisasi Uinas Tenaga Kerja ,Transmigrasi Kesejahteraan

Sosial terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Bagian Tata Usaha.

c. Bicang Tenaga Kerja.

d. Bidang Kasejahteraan Sosial.

e. Bidarg Ketransmigrasian;
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f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsicnal.

(2). Struktur Crganisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini .
Pasal 6
Bagian Tata Usaha terdiri atas :
a. Sub Bagian Umum dan Kepagawaian; dan
h. Sub Bagian Program dan Keuzangan.
Pasa! 7
Bidang Tenaga Kerja . terdiri atas :

a. Seksi Penempatan, Perluasan & Produktivitas Tenaga Kerja

dan

b. Seksi Hubungan Industrial, Syarat Kerja, dan Pengawasan

Tenaga Kerja.
Pasal 8
Bidang Kesejahteraan Sosial terdin atas :
a. Seksi Bantuan Sosial dan
b. Seksi Pelayanan Sosial.;
Pasai 9
Bidang Ketransmigrasiar terdiri atas :
a. Seksi Penyiapan Areal, Sarana dan Prasarana. dan

b. Seksi Penempatan dan Pengembangan Ekonomi, Sosial

Budaya.
Pasal 10

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Bagian Tata Usaha, Bidang -
bidang, Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

(1). Pada organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit

Felaksana Tz2knis Dinas;
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(1

(2

Pembentukan Unit Peaksana Teknis Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebiutuhan Dinas dan
memenuli’ kriteria serta Peraturan perundang-undangan yarig

berlaku;

Pembertukerr Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan

tersendiri dengan Feraturan Daerah;

Pasal 12

(1). Pada organisasi Dinas dapat ditempatkar. Pegavwai Negeri Sipil

dalam kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

).

(3).

(4)

):

X

melaksanakar. tugas-tugas sesua! dengan keahlian dan

kebutuhan.
Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional aipimpin oleh seorang tenaga
fungsional cenior yang bereada di hawahk dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan fungsioral dapat dibagi atas kelompok dan
sub-sub kelompok sesuai kekutuhan.

Jumlah Jabetan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis

dan beban kerija.

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai

dengan Peraturan perundarig-undangar, yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis
Dinas dan Kelompok Jabatan fungsional wajib
menyelenggarakan lkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik
dalam lingkungan rmasing-masing maupun antar satuan

organisasi sesuai tugas masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas

bertanggting jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas

berkewajitan memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan
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(4).

(1).

).

3).

pexerjazr. ursur -unsur pembantu pelaksana yang berada dalam

lingkungan kerjanya.

Da'am melaksanakan tugasnya Dinas wajib menyelenggarakan
kocrdinasi secara fungsional dengan baik.

Pasa' 15

Kepala Dinas mielaksanakan tugasnya berdasarkan

kebijaksanaan yang ditetapkan oien Bupati.

Kepala Dinas berkewajiban memb:iikan petunjuk, membina dan
membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur - unsur

pembantu dan pelaksana dilingkungan Dinas.

BAE V
KEPEGAWAIAN
Pasal 16

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah
atas usul Sekretaris Daerah.

Pciabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan
diberhentikan sesuai dengain Peraturan perundang-undangan.

Jenjang jakatan dan kepangketan serta sistem kepegawaian
diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAR VI
PEMBIAYAAN

Fasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bene Bolango berdasarkan Peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daeran ini, Keputusan Bupati Bone

Bolango Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi
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dan Tata Ke:sja Dinas-dinas Daerah di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bene Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19
Hal-hal yarg be!lum diatur dan atau belum cukup aiatur dalam

Peraturan Deerab ini akan diatur denaan Peraturan dan / atau
Keputusan [iepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daeran ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2005
diundangkan.

Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan meneripatkannya dalam Lemparan Daerah
Kabupaten Bone Bolango

Citetapkan di Suwawa

pada tanggal 18 Juli 2005
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 7 TAHUN 2035
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

KABUPATEN BONE BOLANGO

. UMUM

Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesctuen Republik Indonesia menurut
Undang-Undang Dasar 1945 dan Undarng-Undany Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah, riemberikan keleluasaan kepada Daerah  untuk
menyelenggarakan Otonomi Daerah vang labih ditekankan pada prinsip-prinsip
Demokrasi, peran serta rasyarakat, pamerataan keadilan, serta dengan
memperhatika potensi dan keanekaragamar Dacrah, szhingga dalam menghadapi
perkembangan keadaan serta lantanjan dan persaingan global, maka daerah dalam
menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas,
nyata, dan bertanggung jawab secara profesional yang aiwujudkan dengan

pengaturan dan pembagiar Sumber Daya dan Potenisi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan
lainnya, maka Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Dinas
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Keszjahteraan Sosial sebagai unsur pelaksana
otonomi daerah yang mempunyai tugas membaniu Bupati dalam melaksanakan

tugas penyelenggaraan Pemerirtahan,administrasi, organisasi dan tata laksana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 {entang Pemerintahan Caerat maka susunan Organisasi perangkat
daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor
tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi diatas, maka
Pemerintahan Daerah membentu reraturan Daerah tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tz2naga Kerja, Transmigrasi dan Kesejahteraan

Sosial Kabupaten Bone Bolango.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

]

Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
11
Cukup
Cukup
13
Cukup

14

Cukup

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.
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Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelacs.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.
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STRUKTUR ORGANISAS| DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA , TRANSMIGRASI OAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

KEPALA DINAS |

KABUPATEN BONE BOLANGO

Kelompok Jabatan |

p—

Bagian Tata Usaha“'

Fungsional |
Lt LT I I ] 1T !
[ |

I Sub Bagian Umum Sub Bagian Program
l dan Kepegawaian dan Keuangan |
e ! ‘ \

Bidang : i Bideng | Bidang
Tenaga Kerja. . : Kesajahteraar. Sosial ‘ { Ketransmigrasian J‘
.{;____ S (- — - .__V ey —
N —— ._If o ] e

Seksi Penempatan, | . 1 Seksi Fenyiapan |

Perluasan & Produk
tivitas Tenaga Kerja |

Seksi hub. Industrial,
Syarat Kerja & Penga

_wasan Tenaga Kerja

Seksi Bantuan Sosial

Areal, Sarana dan
Prasarana

J

—

Seks: Pelayanan
Sosial

1

Seksi Penempatan & |
FPengembangan Eko I—
| homi, Sos Budaya

UPTD |

5
b3

v 4 Pi-BUPATI BONE EOLANGO
-~ %

< BONKY M.M OINTU
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